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DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Tndoncsia Nomor [ Tahun 2019
Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Sccara Elcktronik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Administrasi Pemerintahan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Penyclesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku 1T Pedoman
Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XI11/2022
Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara
Elektronik;

Surat Edaran Dircktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor: 185/Djmt.3/SE/2/2016 Tentang Pelaksanaan
Penggunaan Aplikasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor:48/DiMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku
Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha
Negara;

Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan
Tata Usaha Negara Nomor:202//SK.OT1.2/X1/2024 Tentang Pedoman
Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera,
Jurusita) dan Administrasi Kepaniteraan Secara Elektronik Pada
Pengadilan Tata Usaha Negara:

Agung Nomor 1

Minimal SMA / Sederajat
Mampu mengoperasikan computer
Memahami SIP
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KETERKAITAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

SOP Pencatatan Keuangan Perkara Pada Aplikasi KOMDANAS

Formulir Check List

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer/ Laptop / SIPP / E Court
Buku Register Induk Perkara
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PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pengelolaan Publikasi Informasi
Perkara tidak terlaksana dengan baik.,

Dokumentasi Kegiatan




Pelaksana Mutu Baku
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Membuka  aplikasi

- PC
SIPP I_okal kemudian Jaringan Tercatatnya
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9 SIPPlokal Banding di
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